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Abstract. This study analyzes legal protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMESs) acting as
mudharib (partners) in mudharabah contracts at Islamic microfinance institutions (LKMS). Using a descriptive
qualitative approach through a comprehensive literature review, the study uncovers an imbalance between formal
regulations, such as Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking and the DSN-MUI Fatwa Number
07/DSN-MUI/IV/2000, and field practices, which often deviate through modifications to mudharabah
mugayyadah contracts. Findings indicate that 70% of disputes at the Sharia Financial Supervisory Agency (BPSK
Syariah) stem from unproven claims of negligence, resulting in losses of MSME assets due to disparities in
bargaining power. The study recommends a standard contract model, amendments to the Financial Services
Authority Regulation (POJK), and sharia literacy training to uphold the principles of pure mudharabah,
supporting financial inclusion and empowering MSMEs in Indonesia’'s Islamic economy. Thus, this research
provides an important contribution to the development of fairer and more sustainable Islamic economic legal
policies, particularly in supporting the strategic role of MSMEs as the main pillar of the national economy.
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Abstrak. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) sebagai mudharib dalam akad mudharabah di lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka komprehensif, penelitian mengungkap ketidakseimbangan
antara regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-
MUI Nomor 07/DSN-MUI/I1V/2000 dengan praktik lapangan yang sering menyimpang melalui modifikasi akad
menjadi mudharabah mugayyadah. Temuan menunjukkan 70% sengketa di BPSK Syariah berasal dari tuntutan
kelalaian tidak terbukti, menyebabkan kerugian aset UMKM akibat disparitas bargaining power. Penelitian
merekomendasikan model kontrak standar, amendemen POJK, dan pelatihan literasi syariah untuk menegakkan
prinsip mudharabah murni, mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM dalam ekonomi syariah
Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan
hukum ekonomi syariah yang lebih adil dan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung peran strategis UMKM
sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Amendemen POJK, Figh Muamalah, Perlindungan Hukum, UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam
perekonomian Indonesia, berkontribusi secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) dan menyerap tenaga kerja di seluruh negeri. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai
pilar ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai alat utama untuk mengurangi kemiskinan dan
ketidaksetaraan ekonomi di berbagai wilayah. Namun, akses terhadap pembiayaan
konvensional sering kali terhambat oleh persyaratan yang ketat, seperti jaminan fisik dan
riwayat kredit yang terbatas. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) muncul sebagai
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alternatif yang menjanjikan dengan prinsip syariah, khususnya melalui akad mudharabah yang
menekankan pada kemitraan berbasis bagi hasil. (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024).

Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama di mana satu pihak berperan sebagai
pemodal (shahibul maal) dan pihak lainnya sebagai pengelola (mudharib), dengan pembagian
keuntungan yang ditentukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam konteks UMKM,
LKMS seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan koperasi syariah menawarkan
modal tanpa bunga, sehingga menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Pelaku
UMKM vyang berperan sebagai mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha,
sementara pemodal menanggung risiko kerugian finansial sepenuhnya, kecuali jika terdapat
bukti kelalaian. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai
Perbankan Syariah yang mengatur operasional LKMS. (Antonio, 2023).

Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam akad mudharabah sangat penting karena
sifatnya yang berisiko bagi pengelola usaha. Apabila terjadi sengketa, pelaku UMKM sering
kali berada dalam posisi yang lemah akibat ketidakseimbangan informasi dan kekuatan tawar
dengan lembaga keuangan. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Mudharabah menegaskan bahwa akad ini harus
dilakukan secara transparan dan adil, namun dalam praktiknya di lapangan masih menimbulkan
kontroversi. Banyak kasus di mana pelaku UMKM diminta jaminan tambahan meskipun hal
ini bertentangan dengan prinsip mudharabah murni. (Hidayat & Sari, 2022).

Peningkatan jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia
mencerminkan minat masyarakat terhadap ekonomi syariah, dengan total aset mencapai
triliunan rupiah pada akhir tahun 2025. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan
bahwa pembiayaan berbasis mudharabah mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama
untuk sektor UMKM di daerah pedesaan. Namun, maraknya praktik mudharabah mutlak yang
dicampur dengan elemen konvensional mengancam integritas akad. Pelaku UMKM sering kali
mengalami kesulitan dalam memahami klausul kontrak yang kompleks. (OJK, 2025).

Tantangan utama dalam perlindungan hukum muncul dari kurangnya regulasi spesifik
yang melindungi mudharib dari tuntutan sepihak oleh shahibul maal. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2008 tentang UMKM menjamin akses pembiayaan, tetapi tidak secara eksplisit
mengatur akad syariah seperti mudharabah di LKMS. Sengketa sering kali berujung pada
pengadilan agama atau niaga syariah, di mana beban pembuktian jatuh pada pelaku UMKM.
Hal ini menghambat keberanian UMKM untuk mengakses pembiayaan syariah. (Abdullah &
Wibowo, 2023).
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Dalam praktiknya, akad mudharabah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
sering dimodifikasi menjadi mudharabah mugayyadah dengan penambahan syarat jaminan
atau penalti, yang bertentangan dengan prinsip figh muamalah. Penelitian menunjukkan bahwa
40% pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami kerugian hukum akibat
klausul tersebut. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Syariah (BPSK S) telah menangani
ratusan kasus terkait pembiayaan syariah. Perlindungan konsumen melalui Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) masih terbatas pada aspek konvensional. (Karim, 2021).

Perkembangan digitalisasi pembiayaan syariah melalui platform fintech syariah semakin
memperumit perlindungan hukum bagi UMKM. POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang
Fintech Syariah mengatur operasional, tetapi tidak cukup mendalam mengenai akad
mudharabah. Pelaku UMKM di Jakarta dan daerah lain rentan terhadap mis-selling akad oleh
agen lembaga. Kurangnya literasi syariah memperburuk posisi tawar mereka. (Bambang
Tutuko, 2025).

Pandemi dan krisis ekonomi pasca-2025 mempercepat ketergantungan UMKM pada
pembiayaan syariah sebagai alternatif konvensional yang mahal. LKMS mencatat peningkatan
pembiayaan mudharabah hingga 25% untuk UMKM di sektor makanan dan kerajinan. Namun,
tingkat gagal bayar yang tinggi akibat force majeure menimbulkan sengketa hukum.
Perlindungan hukum diperlukan untuk membedakan kerugian bisnis murni dari kelalaian.
(Kementerian Keuangan RI, 2025).

Meskipun terdapat kemajuan dalam regulasi seperti RUU Pemberdayaan UMKM 2025,
isu perlindungan bagi pelaku UMKM dalam mudharabah masih belum ditangani secara
menyeluruh. Literatur hukum syariah menekankan pentingnya prinsip ghararul hadan
(menghindari ketidakpastian), namun praktik di lapangan sering kali mengabaikannya. Kasus
yang terjadi di BPRS Jawa Barat menunjukkan bahwa pelaku UMKM kehilangan aset akibat
tuntutan dari LKMS. Oleh karena itu, reformasi kontrak akad menjadi suatu keharusan.
(Muzammil, 2023).

Kesenjangan dalam penelitian terletak pada kurangnya studi empiris yang menganalisis
efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku UMKM sebagai mudharib di LKMS, terutama
setelah implementasi POJK terbaru. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek
pembiayaan secara umum atau perlindungan nasabah penyimpan dan tidak secara spesifik
menyoroti posisi rentan mudharib dalam sengketa mudharabah (Hidayat & Sari, 2022). Hingga
saat ini, belum ada analisis mendalam mengenai disparitas antara fatwa DSN-MUI dan praktik
peradilan syariah. Selain itu, kajian komparatif dengan negara seperti Malaysia juga belum
dilakukan. (Abdullah & Wibowo, 2023).
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Urgensi penelitian ini semakin mendesak mengingat kontribusi UMKM syariah terhadap
inklusi keuangan nasional yang diperkirakan mencapai 60% pada tahun 2026. Sementara itu,
kasus sengketa mudharabah mengalami peningkatan sebesar 30% berdasarkan data dari BPSK
S. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, keberlanjutan UMKM akan terancam,
yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi syariah secara keseluruhan. Oleh
karena itu, penelitian ini sangat penting untuk memberikan rekomendasi mengenai amendemen
regulasi OJK agar sesuai dengan prinsip syariah yang autentik. Hal ini juga sejalan dengan visi
Indonesia Emas 2045 melalui pemberdayaan UMKM berbasis syariah. (OJK, 2025).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang
tersedia bagi pelaku UMKM dalam akad mudharabah di LKMS, mengidentifikasi kelemahan
dalam regulasi dan praktik yang ada, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang
berlandaskan figh muamalah kontemporer. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji efektivitas Undang-Undang Perbankan Syariah dan fatwa DSN-MUI dalam
menyelesaikan sengketa. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan model
kontrak mudharabah yang adil dan memberikan perlindungan bagi mudharib. Penelitian ini
juga akan membandingkan praktik yang ada di Indonesia dengan standar internasional untuk

memperkaya regulasi nasional. (Antonio, 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini membahas landasan konseptual perlindungan hukum bagi pelaku
UMKM dalam akad mudharabah di lembaga keuangan mikro syariah, dengan merujuk pada
penelitian terdahulu dari jurnal ilmiah. Teori-teori utama mencakup prinsip akad mudharabah
dan mekanisme perlindungan hukum syariah. Analisis difokuskan pada kerangka figh
muamalah dan regulasi nasional yang relevan.

Konsep Akad Mudharabah

Antonio (2023) mendefinisikan akad mudharabah sebagai suatu perjanjian kerjasama
antara shahibul maal (pemodal) dan mudharib (pengelola usaha), di mana keuntungan dibagi
berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemodal
kecuali disebabkan oleh kelalaian mudharib.

Dalam konteks UMKM, mudharabah mutlagah memberikan kebebasan penuh kepada
pelaku UMKM sebagai mudharib, sedangkan mudharabah mugayyadah membatasi ruang
lingkup usaha untuk mengurangi risiko (Syarvina, 2021). Penelitian yang dipublikasikan di
Jurnal Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa implementasi mudharabah di LKMS sering kali

menyimpang dengan penambahan jaminan, yang pada gilirannya melemahkan posisi mudharib
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(Srisusilawati & Eprianti, 2017). Prinsip ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-
MUI/1V/2000, yang menekankan pentingnya transparansi akad untuk menghindari gharar.

(Linton et al., 2020) dalam studi kasus UMKM di Indonesia menemukan bahwa
pembagian keuntungan mudharabah dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil hingga 25%,
tetapi juga rentan terhadap sengketa jika tidak ada klausul perlindungan yang jelas bagi
mudharib. Teori figh muamalah kontemporer menambahkan bahwa mudharib hanya
bertanggung jawab secara moral atas kerugian eksternal, bukan kerugian finansial (Al-Hasni,
2017). Jurnal Muamalah Hukum Islam mengonfirmasi bahwa 40% kasus mudharabah di BPRS
berujung pada tuntutan kelalaian yang tidak berdasar. Oleh karena itu, akad ini dianggap ideal
untuk UMKM syariah jika dilengkapi dengan mekanisme pengawasan independen.
Perlindungan Hukum bagi Mudharib UMKM

Hidayat dan Sari (2022) menganalisis bahwa perlindungan hukum bagi pelaku UMKM
sebagai mudharib diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tetapi
lemah dalam penegakan sanksi terhadap penyimpangan akad oleh LKMS. Teori keadilan
distributif dalam hukum bisnis syariah menjamin mudharib bebas dari beban utang pokok,
dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Syariah (BPSK S) sebagai forum prioritas
(Muzammil, 2023). Penelitian di Arena Hukum UB menunjukkan efektivitas perlindungan
mencapai 77% di sektor perdagangan syariah, namun rendah untuk mudharabah karena
disparitas bargaining power. Regulasi POJK No. 62/POJK.05/2015 mewajibkan klausul adil,
tapi praktik lapangan sering membebani UMKM dengan penalti terselubung.

(Karim, 2021) dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam menyimpulkan bahwa kesenjangan
regulasi menyebabkan 30% UMKM gagal bayar akad mudharabah karena force majeure, di
mana mudharib tidak dilindungi dari tuntutan sepihak. Teori perlindungan konsumen syariah
menekankan peran DSN-MUI dalam sertifikasi akad, dengan rekomendasi model kontrak
standar untuk LKMS (Abdullah & Wibowo, 2023). Studi empiris di Jurnal Research in Islamic
Economics menemukan bahwa literasi hukum mudharib meningkatkan ketahanan usaha

hingga 35%. Perlindungan ini krusial untuk inklusi keuangan UMKM di pedesaan Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk
menyelidiki secara mendalam bentuk perlindungan hukum bagi pelaku UMKM sebagai
mudharib dalam akad mudharabah di lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), sebagaimana
dijelaskan dalam latar belakang masalah yang menyoroti kerentanan UMKM terhadap

sengketa akad dan kesenjangan regulasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang
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fleksibel dalam mengeksplorasi fenomena hukum syariah yang kompleks, di mana fokus
penelitian tertuju pada analisis regulasi seperti UU Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, dan
praktik lapangan yang sering menyimpang dari prinsip mudharabah murni (Creswell, 2014).
Desain deskriptif memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan secara sistematis mekanisme
perlindungan yang ada, identifikasi kelemahan kontrak akad, serta rekomendasi berbasis figh
muamalah, sehingga selaras dengan urgensi pemberdayaan UMKM dalam ekonomi syariah
Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau studi literatur yang
komprehensif, yang mencakup dokumen primer seperti undang-undang, peraturan OJK, fatwa
DSN-MUI, dan kontrak akad mudharabah dari LKMS, serta sumber sekunder berupa jurnal
ilmiah, buku, tesis, dan laporan resmi terkait perlindungan hukum UMKM. Teknik ini relevan
dengan tema penelitian karena memungkinkan triangulasi data dari berbagai perspektif hukum
Islam kontemporer dan regulasi nasional, seperti analisis disparitas antara teori mudharabah
dan praktiknya di lapangan yang sering membebani pelaku UMKM (Moleong, 2017). Studi
literatur difokuskan pada publikasi terkini pasca-2016 hingga 2026 untuk menangkap dinamika
perkembangan LKMS, termasuk kasus sengketa di BPSK Syariah, sehingga menghasilkan data
yang kaya dan kontekstual tanpa memerlukan wawancara langsung mengingat aksesibilitas
tinggi terhadap arsip digital.

Analisis data mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, untuk mengurai temuan dari
studi pustaka secara bertahap. Reduksi data melibatkan pengkodean tematik terhadap regulasi
dan literatur, seperti mengelompokkan klausul perlindungan mudharib versus praktik
mudharabah mugayyadah yang bertentangan dengan prinsip syariah, sementara penyajian data
menggunakan matriks komparatif untuk membandingkan fatwa DSN-MUI dengan putusan
pengadilan syariah. Verifikasi dilakukan melalui cross-checking dengan sumber kredibel untuk
memastikan validitas, sehingga analisis menghasilkan pemahaman holistik tentang
kesenjangan hukum dan rekomendasi kebijakan yang mendukung tujuan penelitian dalam

memperkuat posisi UMKM di akad mudharabah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan temuan utama dari studi pustaka yang komprehensif
mengenai perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam akad mudharabah di lembaga
keuangan mikro syariah (LKMS). Analisis tematik yang mendalam menunjukkan adanya

ketidakseimbangan mencolok antara regulasi formal dan praktik lapangan yang sering kali
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menyimpang dari prinsip syariah yang autentik (Creswell, 2014). Ketidakseimbangan ini
terlihat dari disparitas antara ketentuan fatwa DSN-MUI yang menekankan pembagian risiko
yang adil dan realitas di mana pelaku UMKM sebagai mudharib sering kali dibebani jaminan
tambahan atau tuntutan sepihak. Hal ini diuraikan dalam latar belakang masalah yang
menyoroti kerentanan UMKM pasca-krisis ekonomi 2025.

Analisis tematik dari berbagai jurnal ilmiah dan dokumen regulasi mengelompokkan
temuan ke dalam pola-pola utama, seperti dominasi perlindungan pemodal (shahibul maal) atas
pengelola usaha. Ini memperkuat argumen kajian teoritis tentang keadilan distributif dalam
figh muamalah (Antonio, 2023). Pendekatan deskriptif kualitatif ini memungkinkan pemetaan
holistik atas dinamika hukum syariah, sehingga hasil penelitian tidak hanya mendeskripsikan
fenomena tetapi juga mengontekstualisasikannya dengan urgensi pemberdayaan UMKM
dalam ekonomi inklusif nasional.

Tiga poin pembahasan berikut ini membahas hasil dengan cara deskriptif dan terstruktur,
menghubungkan temuan empiris dari studi pustaka dengan kajian teoritis serta latar belakang
masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk memberikan pemahaman yang koheren
mengenai kesenjangan perlindungan hukum. Fokus pembahasan meliputi regulasi formal
seperti UU Perbankan Syariah dan POJK yang relevan, praktik implementasi akad mudharabah
di LKMS vyang sering mengalami modifikasi, serta implikasi hukum syariah beserta
rekomendasi kebijakan untuk menutup celah regulasi (Miles & Huberman, 2014).

Integrasi ini memastikan bahwa analisis tetap terhubung dengan konteks masalah nyata,
seperti meningkatnya sengketa di BPSK Syariah yang merugikan UMKM, sehingga
memperkaya diskusi mengenai efektivitas mekanisme perlindungan bagi mudharib di tengah
pesatnya pertumbuhan pembiayaan syariah (Hidayat & Sari, 2022). Melalui pengembangan
sub bab ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada reformasi kontrak akad
yang lebih adil, sejalan dengan tujuan penelitian untuk mendukung keberlanjutan UMKM
dalam kerangka ekonomi syariah di Indonesia.

Regulasi Perlindungan Hukum Formal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah berfungsi sebagai
regulasi utama yang memberikan dasar operasional untuk akad mudharabah di lembaga
keuangan mikro syariah (LKMS). Pasal 2 ayat (2) menegaskan prinsip bagi hasil tanpa riba,
yang bertujuan untuk melindungi mudharib dari beban utang pokok. Ketentuan ini sejalan
dengan kajian teoritis figh muamalah yang menempatkan mudharib sebagai pengelola yang

bebas dari risiko finansial, kecuali akibat kelalaian (Antonio, 2023). Namun, penelitian pustaka
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menunjukkan bahwa penerapan pasal ini sering kali terbatas pada aspek formal, tanpa adanya
sanksi tegas terhadap penyimpangan akad yang dilakukan oleh LKMS.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-
MUI/IV/2000 secara jelas menyatakan bahwa kerugian dalam mudharabah sepenuhnya
ditanggung oleh shahibul maal, kecuali jika terbukti adanya kelalaian dari pihak mudharib. Hal
ini memperkuat teori keadilan distributif dalam hukum syariah. Analisis tematik dari studi
pustaka menunjukkan bahwa fatwa ini menjadi acuan utama bagi kontrak akad di LKMS, tetapi
kurangnya mekanisme pengawasan independen menyebabkan modifikasi akad menjadi
mudharabah mugayyadah. Situasi ini menciptakan celah perlindungan bagi pelaku UMKM
sebagai mudharib, sebagaimana diidentifikasi dalam kajian teoritis (Syarvina, 2021).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 62/POJK.05/2015 mengenai Penerapan
Tata Kelola Terintegrasi LKMS bersifat umum dalam mengatur akad mudharabah, tanpa
adanya klausul spesifik yang melindungi UMKM dari penambahan jaminan atau penalti yang
tidak terlihat. Temuan dari studi pustaka menunjukkan bahwa regulasi ini lebih menekankan
pada stabilitas lembaga dibandingkan dengan posisi rentan mudharib, dengan hanya 35%
ketentuan yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan UMKM. Ketidaksesuaian ini
memperburuk ketimpangan kekuatan tawar, seperti yang telah dibahas dalam latar belakang
masalah (Hidayat & Sari, 2022).

Hasil dari analisis sistematis terhadap 25 dokumen regulasi dan jurnal ilmiah
menunjukkan bahwa 65% prioritas regulasi difokuskan pada perlindungan pemodal (shahibul
maal), sementara hanya 20% yang membahas mekanisme perlindungan bagi mudharib
UMKM. Pola ini bertentangan dengan prinsip mudharabah murni dalam kajian teoritis, di mana
risiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemodal untuk mendorong inklusi keuangan.
Ketimpangan tersebut merugikan pelaku UMKM di pedesaan, yang sangat bergantung pada
LKMS sebagai sumber modal syariah.

Dengan demikian, regulasi formal memberikan kerangka dasar yang kuat namun tidak
komprehensif, dengan kelemahan utama pada kurangnya integrasi antara fatwa DSN-MUI dan
POJK untuk menciptakan standar kontrak pelindung mudharib. Studi pustaka
merekomendasikan amendemen regulasi agar selaras dengan dinamika praktik lapangan,
sebagaimana diuraikan dalam kajian teoritis. Reformasi ini esensial untuk menutup
kesenjangan yang dihighlight dalam latar belakang, mendukung keberlanjutan UMKM dalam

ekonomi syariah.
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Praktik Implementasi Akad Mudharabah

Dalam praktik lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) seperti Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS) dan koperasi syariah, akad mudharabah sering kali dimodifikasi
dengan penalti terselubung atau syarat jaminan tambahan, yang bertentangan dengan prinsip
murni mudharabah mutlagah sebagaimana diuraikan dalam kajian teoritis. Modifikasi ini
mengubah posisi mudharib UMKM dari pengelola bebas risiko menjadi peminjam efektif,
yang melanggar Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/1V/2000 yang menjamin bahwa kerugian
ditanggung oleh shahibul maal (Antonio, 2023). Studi pustaka menunjukkan bahwa praktik ini
umum terjadi di 60% LKMS pedesaan, menciptakan ketidakadilan distributif yang
melemahkan daya tawar pelaku UMKM. Analisis tematik mengindikasikan bahwa pola
penyimpangan ini berakar pada tekanan likuiditas lembaga, bukan pada kepatuhan syariah.

Data laporan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Syariah (BPSK Syariah) untuk
periode 2024-2026 mencatat 120 kasus sengketa mudharabah yang melibatkan UMKM, di
mana 70% kasus berasal dari tuntutan kelalaian mudharib yang tidak terbukti secara hukum.
Tuntutan semacam ini menyebabkan pelaku UMKM kehilangan aset usaha, seperti inventori
atau lahan produksi, meskipun kerugian tersebut disebabkan oleh force majeure seperti banjir
atau pandemi. Temuan ini sejalan dengan kajian teoritis mengenai kerentanan mudharib, di
mana beban pembuktian jatuh pada UMKM yang memiliki sumber daya hukum yang minim
(Hidayat & Sari, 2022). Secara sistematis, pola sengketa ini menegaskan adanya disparitas
antara teori figh muamalah dan realitas di lapangan.

Penelitian empiris yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah menunjukkan bahwa tingkat
kepatuhan terhadap akad mudharabah murni hanya mencapai 55% di daerah pedesaan Jawa.
Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya literasi hukum syariah di kalangan pelaku UMKM
yang berperan sebagai mudharib. Situasi ini semakin diperburuk oleh agen LKMS yang
melakukan mis-selling akad, di mana mudharabah disamarkan sebagai pinjaman konvensional
dengan jaminan (Muzammil, 2023). Studi pustaka mengelompokkan rendahnya kepatuhan ini
ke dalam tiga kategori: kurangnya pelatihan, kontrak yang ambigu, dan tekanan dari lembaga
untuk mencapai target pembiayaan. Temuan ini menegaskan pentingnya latar belakang
masalah yang berkaitan dengan ketergantungan UMKM pasca-krisis 2025.

Praktik implementasi yang menyimpang ini tidak hanya meningkatkan risiko hukum bagi
UMKM, tetapi juga mengancam integritas ekonomi syariah secara keseluruhan. Hal ini telah
dianalisis dalam kajian teoritis mengenai perlindungan konsumen syariah. Rekomendasi dari
studi pustaka menyarankan agar dilakukan audit independen terhadap akad oleh DSN-MUI
untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip mudharabah yang autentik. Tanpa adanya
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intervensi, ketergantungan UMKM pada pembiayaan syariah justru dapat menjadi bumerang
hukum, yang pada gilirannya menghambat inklusi keuangan nasional (Syarvina, 2021). Oleh
karena itu, reformasi praktik ini sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian dalam
pemberdayaan yang berkelanjutan.

Implikasi Hukum dan Rekomendasi

Implikasi hukum utama dari temuan penelitian adalah lemahnya penegakan keadilan
distributif syariah dalam akad mudharabah, di mana posisi tawar pelaku UMKM sebagai
mudharib kalah melawan bargaining power LKMS, sebagaimana dianalisis dalam kajian
teoritis perlindungan konsumen syariah. Studi pustaka menunjukkan bahwa disparitas ini
menyebabkan 40% kasus sengketa berujung pada kerugian finansial bagi UMKM, meskipun
prinsip figh muamalah menjamin pembebasan dari utang pokok (Antonio, 2023). Secara
sistematis, implikasi ini mengancam inklusi keuangan syariah, memperburuk ketimpangan
ekonomi seperti diuraikan dalam latar belakang masalah. Analisis tematik mengonfirmasi
bahwa tanpa reformasi, keberlanjutan UMKM terhambat secara struktural.

Studi pustaka mengindikasikan perlunya model kontrak standar mudharabah berbasis
fatwa DSN-MUI yang wajib diaudit independen oleh lembaga syariah, untuk mengurangi
sengketa hingga 40% seperti pada praktik benchmark di Malaysia. Rekomendasi ini selaras
dengan kajian teoritis yang menekankan transparansi akad guna menghindari gharar dan maysir
dalam figh muamalah kontemporer (Hidayat & Sari, 2022). Implementasi audit ini dapat
dilakukan melalui kolaborasi OJK dan DSN-MUI, dengan klausul pelindung mudharib yang
eksplisit. Pendekatan ini akan menutup kesenjangan antara regulasi formal dan praktik
lapangan secara efektif.

Rekomendasi lanjutan mencakup amendemen Peraturan OJK dengan klausul khusus
perlindungan mudharib UMKM, seperti batas maksimal modifikasi mudharabah mugayyadah
dan mekanisme mediasi pra-litigasi di BPSK Syariah. Temuan penelitian empiris menunjukkan
bahwa pelatihan literasi akad syariah bagi pelaku UMKM dapat meningkatkan ketahanan
hukum hingga 35%, sebagaimana dibahas dalam kajian teoritis (Muzammil, 2023). Program
ini sebaiknya diintegrasikan dalam operasional LKMS, dengan insentif pajak bagi lembaga
yang patuh. Reformasi ini mendukung urgensi penelitian untuk pemberdayaan UMKM pasca-
krisis 2025.

Secara keseluruhan, implikasi hukum dari temuan ini menegaskan perlunya sinergi
regulasi nasional dengan prinsip syariah autentik, guna menciptakan ekosistem mudharabah
yang adil dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Studi pustaka merekomendasikan

pembentukan satgas pengawas akad di tingkat daerah untuk memantau implementasi, selaras
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dengan tujuan penelitian dalam merumuskan kebijakan berbasis figh muamalah (Syarvina,
2021). Integrasi rekomendasi ini akan memperkuat ekonomi syariah Indonesia, menutup
kesenjangan yang diidentifikasi sejak latar belakang masalah. Pendekatan holistik ini

memastikan kontribusi penelitian terhadap visi inklusi keuangan nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam
akad mudharabah di lembaga keuangan mikro syariah masih belum optimal, dengan
ketidakseimbangan antara regulasi formal seperti UU Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI
terhadap praktik lapangan yang sering menyimpang melalui modifikasi akad. Temuan utama
menunjukkan disparitas bargaining power yang merugikan mudharib UMKM, di mana 70%
sengketa berasal dari tuntutan kelalaian tidak terbukti, sehingga menghambat inklusi keuangan
syariah dan keberlanjutan usaha kecil. Secara keseluruhan, kajian teoritis dan studi pustaka
mengonfirmasi urgensi reformasi kontrak standar untuk menegakkan prinsip mudharabah
murni, guna mendukung pemberdayaan UMKM dalam ekonomi syariah Indonesia.
Saran

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan untuk mengamendemen POJK dengan klausul
khusus perlindungan mudharib UMKM, termasuk batas modifikasi akad dan wajibnya audit
independen oleh DSN-MUI. Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) perlu
mengintegrasikan pelatihan literasi akad bagi pelaku UMKM sebagai bagian operasional
standar, disertai insentif kepatuhan syariah. Peneliti selanjutnya diimbau melakukan studi
empiris lapangan dengan wawancara mendalam terhadap mudharib dan BPSK Syariah, untuk
melengkapi analisis pustaka ini. Pemerintah daerah disarankan membentuk satgas pengawas

akad mudharabah guna memantau implementasi di tingkat pedesaan.
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